BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 23 TAHUN 2012 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 0S5 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN
ORAGANISASI DAN TATAKERJA UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, perlu menyesuaikan dengan
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Bupati Labuhanbatu Nomor 0S5 Tahun
2012 Tentang Susunan Organisasi dan
TataKerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati



Mengingat

tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun
2012 Tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Labuhanbatu.

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha yang tidak Sehat



(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan  Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

10;

11.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang  Informasi dan  Transaksi
Elektronik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



12.

13.

14.

15.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana



16.

L

18.

telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga  Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



19.

20.

21.

22,

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35
Tahun 2008 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008
tentang Organisasi dan  Tatakerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Sekretariat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu;

Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Labuhanbatu;

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor
050/40/Pemb /2012 tentang



Menetapkan

Pembentukan Tim Penyusunan
Peraturan Bupati tentang Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP) KABUPATEN LABUHANBATU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam  Peraturan
Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan TataKerja
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten
Labuhanbatu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 huruf ¢ dan d diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
ULP memiliki kewenangan :



menetapkan Dokumen Pengadaan;

menetapkan besaran nominal

Jaminan Penawaran;

c. menetapkan Penyedia Barang /
Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggi
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);

d. menetapkan Penyedia Jasa

Konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah)

o p

e. mengusulkan Penyedian
Barang/Jasa yang melakukan
perbuatan dan tindakan
penipuan,pemalsuan dan

pelanggaran hukum lainnya kepada
PA/KPA/Kepala Daerah untuk
dikenakan sanksi sesuai peraturan
yang berlaku.

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05
Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi
dan TataKerja Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kabupaten Labuhanbatu masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan ini.

2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 September 2012
BUPATI LABUHANBATU,
dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 23 Tahun 2012

Tanggal 11 September 2012

SEKRETARIS DAERAH




